
WALIKOTA BATU

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR 11 TAHI'I'I 2O2O

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAIIA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbarg

Mengingat 1.

2.

4.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Batu (t,embarar Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lemt aran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O03 Nomor 47, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)j
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentarg
Perbendaharaan Negara (tembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

PERI]BNIAN ATAS PERATI'RAIT DAIRAH NOMOR 1 TAIIUN 2017
TEITTANG HAX KEUIINGAI{ DAI| ADMIIiIISTRATIF PIMPIITAN

DAIT ANGGOTA DEWAN PERIIAI(ILAIT R.AITYAT DAERAII

a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah
Kota Batu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dar Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Ralyat Daerah sudah tidak sesuai
dengan kebutuhan dan perkembangan hukum,
sehingga perlu dilakukal perubahan;

b- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan
Daeral Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hat Keuangan
dan Administratif Pimpinal daJr Anggota Dewan
Perwa-kilan Rakyat Daerai;
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Undang-Undarg Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pengawasan dan Pertanggungjarvaban Keuangan
Negara (Lembaran Negam Republik lndonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor l2 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-u ndangarr
(Iembarar Negara Republik lndonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubai
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2Oll tentang Pembentukan Peraturar
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tamba}tan
l,€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20t4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
kmbarar Negara Republik tndonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah b€berapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahar Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan l€mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintal Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahar kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerin Nomor 27

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O20 Nomor 142, Tambahan L€mba-ran Nega.ra

Republik Indonesia Nomor 6523);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (kmbaran Nega-ra Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
[,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (l€mbaran
Negara Repub)ik tndonesia Tahun 2O17 Nomor 106,

Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertlb Dewan Perwakilan
Ralg/at Daera} Provinsi, Kabupaten, dan Kota
(kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2018
Nomor 59, Tambahaa Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6197);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangar Daerah (kmbarall Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Nega-ra Repubtik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang
Pembangunan Bangunan Cedung Negara;

14- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan (lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan

Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013

tentang Jaminan Kesehatan (tembaran Negara

Repubtik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 ?ahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undarg-Undang Nomor 12

Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undanSan (bmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional ( L€mbaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 57);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 2l Tahun 201 I tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Da]ajn Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

tlalmu3dei9hlln...,



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana tetah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2Ol 7 tentang Pengelompokan Kemampuar Keuangan
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban
Dana Operasional;

20. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor I Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rat$,at Daerah
(t€mbaran Daerah Kota Batu Tahun 2017 Nomor
r/A);

D€ngsa PoEetuJurn Bcr.{ma
DEWA.IT PERWANILAI{ RAKYAT DAERAH KOTA BATU

dan
WALIKOTA BATU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATI'RAIT DAERAH TENTAI{G PERUBAHAN ATAS
PERATIJRA DAERAII ITOMOR 1 TAIIUN 2OI7
TEITTAITG IIAIT XEUANGAIT DAII ADMII{ISTRATIP
PIMPII{AIT DAIT AITGGOTA DEC'AN PERWAXILAN
RAXYAT DAERAH.

I

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Batu
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (I€mbarar Daerah Kota Batu Tahun 2017
Nomor 1/A) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 12

sebagai berikut:
diubah, sehingga berbunyi

Pa.al 12

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian
dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (l ) huruf d.

(2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:
a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang

dalam I (satu) tahun;
HataEo4de,i9hlm....
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b. pakaian sipil resrni disediakan 1 (satu) pasang
dalam 1 (satu) tahun;

c. pal<aian sipil lengkap disediakan 2 (dua)
pasang dalam 5 (lima) talun;

d. pakaian dinas harian lengaa paljang
disediakan 1 (satu) pasang dalam I (satu)
tahun; dan

e- palaian yang bercirikar khas daerah
disediakan 1 {satu) pasang dalam 1 (satu)
tahun.

(3) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:
a. Iencana DPRD berbahan emas dan kuningan;
b. tutup kepala berupa peci atau kain kerudung;
c. papan nama dada; darr
d. atribut dan/atau kelengkapan lainnya.

(4) Pakaiar dinas dan atribut sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disediakan
sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-
undangal dengal mempertimbangkar prinsip
efisien, efektif, dan kepatutan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan
harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam
Peraturan Walikota-

Ketentuan Pasal 17 di anta.ra ayat (3) dan ayat (4),

disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3a), ayat (3b), dal:
ayat (3c), serta di antara ayat (4) dan ayat (5)

disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (4a), ayat (4b), dan
ayat (4c), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Besaral tunjangan peruma].ari sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan
asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar
harga setempat yalg berlaku, da.rl standar luas
barlgunarr dan lalan rumah negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundarg-
undangan.

{2) Besaran tunjarga-n tarsportasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan
asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar
harga setempat yang berlaku sesuai dengan

tentuan peraturan perundang-undangan.

Hd@d5ddi9hlm



(3a)

(3b)

(3c)

{3)

(4)

(4a)

(4b)

(4c)

Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan
harus sesuai dengan standar satuan harga sewa
rumah yang berlaku untuk standar rumah
negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak
termasuk mebel, belanja tistrik, air, gas, dan
telepon.
Penentuan standar satuan harga sewa rumah
sebaBaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
oleh tim penilai independen paling cepat 2 (dua)
tahun sekali dengan ketentuan lokasi rumah di
pusat pemerintahan.
Tim penilai independen sebagaimana dimaksud
pada ayat (3a), dalam melakukar penitaian
standar satuan harga sewa rumah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Besaran tunjangan peruma-han sebagaimana
dimal<sud pada ayat (3) dibayarkan dengan
prinsip bedenjang, yaitu:
a- Ketua DPRD sesuai standar sewa rumah

negara Walikota;
b. Wakil Ketua DPRD 95% (sembilan puluh lima

perseratus) dari tunjangan perumahan Ketua
DPRD; dan

c. Anggota DPRD 85'/o (delapan puluh lima
perseratus) dari tunjangan perumahan Ketua
DPRD.

Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan
harus sesuai dengan standar satuan harga sewa
kendaraan yang berlaku untuk standar
kenda-raan dinas jabatan bagi Pimpinan darr
Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan
dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
Besaran tunjangan tiansportasi bagi Anggota
DPRD, sesuai dengan harga standa-r sewa
kendaraan yang berl u di daerah.
Penentuan besaran tunjangan transportasi bagi
Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(4a) dilakukan oleh tim penilai independen seauai
ketentuan peraturan perundarg-undangan.
Bagi Pimpinan DPRD disediakan kendaraan
dinas, dengan ketentuan untuk Ketua DPRD
setara dengan kendaraan dinas Walikota dan
untuk Wakil Ketua DPRD setara dengan
kendaraan dinas wakil walikota, sehingga
Pimpinan DPRD tidak mendapat tunjangan
transportasi.
Besaran tunjangan perumahan dan tunjangar
transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak
boleh melebihi besaran tunjangan perumahan
dan tunjangan transportasi Pimpinan dan
Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur,

(5)

HalsEdn6der9tm



(6) Ketentuan lebih lanjut
tunjanBan perumahan
transportasi ditetapkan
Walikota.

mengenai besaran
dan tunjargarr

dengan Keputusan

3. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunl sebaBai

beriku t:

Pasal 29

Peraturan pelal<sarraarl dari Peraturan Daerah ini
ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam L€mbara-n Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggat 26 l.G\rfibf 2020

WALIKOTA BATU,

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 16 Novcrnb( 2O2O
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ZADIM EFFISIENSI

LEMBARq.N DAERAH TAHUN 2O2O NOMOR \2/I
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH NOMOR : t q1 -1L lu)a4

lai t hlh....



PENJEII$,IIN
ATAS

RAITCAITGAIT PERATT'RAIT DAERAH KOTA BATU
ItouoR l1 TAHITN 20ito

TEI{TANG

PERUBAITAN ATAS PERATURAIT DAERAH ITOMOR 1 TAIIUN 2()17
TENTANG IIAN NEUANGA.IT DAIT ADMII{ISTRATIF PIMPINAIT

DAII AN(rcOTA DEWAIT PERWAI(IIJT.IT RAI(YAT DAERAII

I UMUM
Dalam rangka pengaturan utang terhadap beberapa ketentuan

mengenai Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilar Rakyat Daerah Kota Batu, maka perlu dilakukan
perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentalg
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan darr Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. Secara yuridis, perlunya perubahan
Peraturan Daeral Nomor 1 Tahun 2017 ini disebabkan munculnya

dan mengganti dengan yang baru, maupun yang merubah sebagian
dari ketentuan dalam peraturan perundang-undan lama, terutama
yang mengatur tentang pengelolaan keuargan daerah maupun yang
mengatur DPRD, sehmgga pertu dilakukan penyesuaial agar tidak
te4adi. vertical conJlirt aonn, yakni pertentangan artara Peraturan
Daerah dengan Undang Undang, Peraturan Pemerintal, Peraturan
Presiden maupun Peraturan Menteri. Peraturan Perundang-undangan
yang dimaksud adalah Peraturar Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20i8 Nomor 59, Tambalan L€mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6197) dan Peraturar Pemerintah Nomor
12 hun 2019 tentarg Pengelolaan Keuangal Daerah (I€mba-ran
Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
l€mbara! Nega-ra Republik Indonesia Nomor 6322);

Perubahan terhadap suatu peraturan perundang-undalgan
dapat ditakukan dengan cara: perubahal norna y.urg terdapat dalam
pasal dan/atau ayat tertentu, penghapusan beberapa ketentuan,
dan/atau penambahan atau penyisipan bab, pasal, atau ayat baru.

II, PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka I

Pasal 12

Cukup Jelas

Halmd8ddi9hlm....



Angka 2
Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukupjelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (3a)

Yang dimaksud dengan penentuan standar
satuan harga sewa rumah adalah penentuan
standar satuan harga sewa rumah untuk
pertama kali dilakukan oleh Tim nilai
Independen paling tama 30 (tiga puluh) hari sejak
Peraturan Daeral ini diundangkan.

Ayat (3b)

Cukup jelas.
Ayat (3c)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (4a)

Yang dimaksud dengan sesuai dengan harga
standaj sewa kendaraan yang berlaku di daerah
adalah harga standar sewa kendaraan yarrg
setara dengan jenis kendaraan dinas Sekretaris
Daerah.

Ayat (4b)

Cukup jelas
Ayat (4c)

Cukup jelas
Ayat (5)

Yang dima.ksud dengan Besaran tunjargan
perumahan dan tunjaalg transportasi dibayarkan
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD adaLah
besaran yang ditentukan berdasarkan hasil
penilaian tim penilai independen.

Ayat (6)

Cukupjelas
Angka 3

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal ll
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATU NOMOR

Harda9dtui9hlm.--.


